Analisis Kritis Dikotomi Etika: Konvergensi Pemikiran Aristoteles, Plato, Minangkabau,
dan Siri’ dalam Kepemimpinan Publik

1. Pendahuluan

Dalam diskursus filsafat global dan tata kelola pemerintahan, perbedaan karakteristik
etika antara peradaban Barat dan Timur kerap kali dipahami melalui kacamata yang
dikotomis. Tradisi pemikiran Barat sering kali diidentikkan dengan nilai-nilai rasionalisme
yang memberikan otonomi serta kebebasan individual yang sangat besar bagi manusia
(Lasiyo, 1997). Sebaliknya, etika Timur secara historis dikarakteristikkan sebagai sistem
yang komunal, di mana eksistensi manusia dititikberatkan pada peran esensialnya
sebagai anggota masyarakat yang harus menjaga keharmonisan, pemikiran dalam
makalah Analisis Kritis Dikotomi Etika: Konvergensi Pemikiran Aristoteles, Plato,
Minangkabau, dan Siri’ dalam Kepemimpinan Publik ini hadir guna menjawab pertanyaan
utama yang bersifat pemisahan dalam konteks mendalami anggapan bahwa etika Barat
bersifat individualistik dan etika Timur bersifat komunal jika dianalisis secara kritis
melalui perspektif pemikiran Aristoteles dan Plato, serta dibandingkan dengan ajaran
budaya Minangkabau dan konsep si’ri’?

Pemisahan antara "individualisme Barat" dan "komunalisme Timur" ini, meski
mempermudah pemetaan diskursus lintas budaya, pada hakikatnya merupakan
penyederhanaan yang sangat reduktif. Telaah kritis terhadap landasan filosofis klasik
Barat (seperti pemikiran Plato dan Aristoteles) dan tradisi kearifan lokal Timur (seperti
adat Minangkabau dan Siri' di Bugis) justru mengungkap konvergensi etis yang kuat.
Makalah ini secara spesifik menganalisis pernyataan dikotomis tersebut untuk
membuktikan bahwa baik etika Barat maupun Timur pada dasarnya sama-sama
mengakui urgensi moral dalam mengintegrasikan otonomi individu dengan norma dan
kewajiban sosial guna mewujudkan tata kelola yang beradab. referensi yang menjadi
rujukan dalam penyusunan makalah ini bersumber pada berbagai literatur baik yang
disediakan di perkuliahan Universitas Terbuka, maupun artikel ilmiah dan buku yang
terindeks pada database Scopus.

2. Pembahasan
2.1 Fondasi Etika Barat: Otonomi Rasional demi Keadilan Sosial

Pandangan bahwa etika Barat murni bersifat individualistik dan egois mengabaikan
esensi moral dari filsafat Yunani klasik. Dalam pemikiran klasik, otonomi rasional
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individu justru dikembangkan sebagai instrumen etis untuk mencapai keadilan sosial
di dalam tatanan negara atau polis.

e Aristoteles dan Rasionalitas Praktis (Phronesis): Sistem etika Aristoteles
bersumbu pada kultivasi kebajikan melalui kebijaksanaan praktis atau phronesis
(Russell, 2012). Phronesis bukan sekadar rasionalitas kognitif, melainkan
kemampuan moral individu untuk menyeimbangkan hasrat pribadi dengan
kewajiban serta ekspektasi komunitasnya. Bagi Aristoteles, kebajikan individu
harus ditanamkan melalui pembiasaan sosial, dan kebahagiaan sejati
(eudaimonia) hanya mungkin terealisasi apabila individu berpartisipasi aktif
dalam kehidupan komunal di polis.

e Plato dan HarmoniJiwa: Etika Platonis menstrukturkan moralitas melalui harmoni
tiga bagian jiwa manusia: nalar (logika), semangat (thymos), dan hasrat (emosi).
Otonomi etis tercapai manakala nalar rasional memimpin dan menundukkan
hasrat egoistik demi kebaikan bersama. Plato menegaskan bahwa tatanan
individu yang adil adalah mikrokosmos dari tatanan polis yang adil, sehingga
rasionalitas individu mutlak diabdikan untuk kesejahteraan sosial dan kosmis.

2.2 Akar Etika Komunal Timur: Otonomi Moral dalam Tanggung Jawab Kolektif

Apabila etika Barat mendisiplinkan individu untuk masuk ke dalam tatanan sosial,
etika Timur merumuskan tugas komunitas untuk kemudian secara organik
membentuk integritas dan subjektivitas moral dari tiap-tiap individu di dalamnya.

e Falsafah Minangkabau dan Musyawarah: Tata kelola etis di Minangkabau
terepresentasi kuat dalam institusi Nagari yang menyatukan hukum adat dengan
nilai-nilai agamis melalui filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"
(Maulana et al., 2025). Keputusan publik diambil melalui prinsip musyawarah
(konsensus) yang menolak asersi egoistik demi kohesi sosial. Namun, tatanan
komunal ini mewajibkan setiap individu untuk memiliki moralitas personal yang
luhur, seperti hiduik baraka (hidup berbasis nalar akal) dan tenggang raso
(kepekaan dan empati empati terhadap manusia lain) (Suryandari, 2025).

e Etos Siri' pada Masyarakat Bugis: Etika komunal masyarakat Bugis ditegakkan
melalui prinsip kehormatan dan etos moral Siri' (perasaan malu jika melanggar
kepatutan). Nilai Siri, bersama dengan kejujuran dan keteguhan, berfungsi
membingkai otonomi individu agar senantiasa selaras dengan kepatutan kolektif
dan hukum yang berlaku secara komunal (Suryandari, 2025).

2.3 Sintesis Etis: Menjembatani Otonomi dan Norma Relasional
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Baik pada peradaban Barat yang memprioritaskan hak individu (Charvet, 1998)
maupun peradaban Timur yang menekankan tanggung jawab kolektif, keduanya
berkonvergensi pada hakikat "relasionalitas". Pemikir kontemporer seperti Tetsuro
Watsuji dengan konsep Aidagara ("kebersamaan") serta Luce Irigaray mengkritik
individualisme atomistik Barat dengan menegaskan bahwa identitas etis manusia
selalu terbentuk dari relasinya dengan manusia lain (McCarthy, 2011). Baik institusi
polis di Barat maupun nagari di Timur esensinya adalah wadah institusional untuk
memediasi otonomi pribadi dan kewajiban publik agar terhindar dari absolutisme
kekuasaan. Pada dasarnya dalam konteks menjembatani otonomi dan norma
relasional dapat kita ungkap bahwa etika Bugis tidak hanya bertumpu pada Siri',
melainkan ditopang oleh kesatuan enam nilai utama, yaitu nilai kejujuran,
kecendekiaan, kepatutan, keteguhan, usaha, dan Siri' itu sendiri

2.4 Implikasi Etis bagi Kepemimpinan Kontemporer

Pemahaman terhadap sintesis ini membawa implikasi signifikan bahwa tata kelola
publik bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sebuah
pertanggungjawaban moral (Ismail, 2017). Kepemimpinan global yang etis dewasa
ini memerlukan integrasi otentik: meminjam ketajaman nalar otonom (phronesis) ala
Barat, sembari memeluk prinsip keberlanjutan, kepatutan, dan musyawarah ala
Timur. Lebih lanjut, bahwa penggabungan phronesis (Barat) dan tenggang raso/siri'
(Timur) adalah tameng utama bagi aparatur negara untuk menghindari tindak
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) demi mewujudkan good governance.
Pendidikan karakter dan etika pemerintahan juga perlu kembali berakar pada kearifan
lokal untuk menyeimbangkan nilai hak dan kewajiban secara kontekstual.

3. Kesimpulan

Analisis kritis terhadap tradisi etika Barat dan Timur mengungkapkan bahwa dikotomi
antara individualisme dan komunalisme, meskipun acap kali berguna sebagai kerangka
teoretis dasar, pada akhirnya merupakan suatu pandangan vyang terlalu
menyederhanakan atau reduktif. Penelusuran terhadap landasan filsafat klasik
membuktikan bahwa pemikiran Barat, khususnya melalui Aristoteles dan Plato, sama
sekali tidak mengusung otonomi egois yang terisolasi. Sebaliknya, tradisi Barat
mengakui bahwa rasionalitas praktis (phronesis) dan otonomi kebebasan individu
sejatinya dikembangkan untuk berinteraksi secara dinamis demi mengabdi pada tatanan
komunal atau polis guna mencapai keadilan serta kebahagiaan publik.

Di sisi lain, tradisi etika ketimuran seperti nilai-nilai masyarakat Minangkabau yang
berlandaskan institusi Nagari, falsafah Adat Basandi Syarak, dan musyawarah, serta
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prinsip moral Siri' (menjaga kehormatan) pada masyarakat Bugis memang sangat
berorientasi pada pemenuhan tugas komunitas dan kesejahteraan kolektif. Namun,
tatanan komunal di Timur ini secara mutlak menuntut pembentukan nalar praktis,
tanggung jawab, dan otonomi moral yang kuat dari masing-masing individu (seperti
prinsip hiduik baraka dan nak haluih baso jo basi) untuk menyokong keharmonisan
tatanan sosial tersebut. Dengan demikian, baik filsafat Aristoteles dan Plato maupun
tradisi kearifan lokal Minangkabau dan Siri', sama-sama berkonvergensi pada pengakuan
akan keniscayaan untuk mengintegrasikan otonomi pribadi dengan norma dan
kewajiban sosial.

Analisis kritis terhadap diskursus etika Barat dan Timur mengukuhkan bahwa dikotomi
antara individualisme murni dan komunalisme mutlak adalah pandangan yang terlalu
menyederhanakan realitas moral manusia. Aristoteles dan Plato telah secara tegas
membuktikan bahwa rasionalitas dan otonomi individu di Barat dikembangkan tidak
untuk melayani egoisme, melainkan dididik agar mampu menyeimbangkan hasrat
pribadi demiterwujudnya keadilan polis (negara). Demikian pula halnya, tradisi komunal
Timur seperti ajaran adat Minangkabau dan etos Siri' masyarakat Bugis membuktikan
bahwa keharmonisan komunal tidak dapat diraih oleh individu yang pasif; melainkan
menuntut subjek-subjek moral yang tangguh, berakal (hiduik baraka), dan peka
(tenggang raso). Pada akhirnya, seluruh sistem etika bertujuan menempatkan eksistensi
manusia secara terhormat, di mana kebebasan individu dan tanggung jawab sosial
saling menopang demi terwujudnya peradaban, kepemimpinan, dan kesejahteraan
publik yang adil.
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